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Citraningtyas Wahyu Adhie, E0006096. 2010. PELAKSANAAN 
PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN LINGKAR KOTA OLEH 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengadaan tanah untuk 
pembangungan Jalan Lingkar Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam prosedur 
pelaksanaannya yang bertahap mulai dari perencanaan penetapan lokasi sampai 
dengan tercapainya kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah, bangunan, 
tanaman serta benda lain yang ada di atasnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative bersifat preskriptif, 
menemukan hukum in concreto sesuai atau tidaknya prosedur pengadaan tanah 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis data yang digunakan yaitu 
data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat 
panitia pengadaan tanah Kabupaten Wonogiri untuk klarifikasi atas data yang 
diperoleh. Analisis data yang dilakukan dengan interpretasi terhadap peraturan 
perundang-undangan mengenai pengadaan tanah (premis mayor) dijadikan acuan 
hukum untuk menilai kebenaran proses pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar 
Kota Kabupaten Wonogiri (premis minor). Untuk memperoleh jawaban atas 
kesesuaian prosedur pengadaan tanah, digunakan silogisme deduksi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, 
alasan prosedur pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu anggota Tim Penilai 
Harga Tanah Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan susunan yang seharusnya 
seperti tercantum dalam peraturan perundang-undangan, maka hal ini 
dikhawatirkan dapat merugikan pemilik tanah karena harga tanah ditentukan oleh 
pihak yang memerlukan tanah sehingga harga cenderung di bawah pasaran 
normal. Kedua, antara pihak pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan tanah 
dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat mencapai kesepakatan 
mengenai ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman, atupun benda lain uang 
ada di atasnya. 
 




Citraningtyas Wahyu Adhie, E0006096. 2010. LAND ACQUISITION 
IMPLEMENTATION OF CITY RING ROAD CONSTRUCTION BY 
WONOGIRI REGENCY GOVERMENT. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
This research was aimed to know whether the land acquisition process of 
City Ring Road construction by Wonogiri regency government was appropriate 
due to the valid constitution, including the gradually practical process starting 
from location decision scheming until the agreement achievement of loss of land, 
buildings, plants, either other materials on it. 
This research was a normative law with prescriptive nature, discovering 
the in concreto law whether or not the procurement procedures is in accordance 
with the existing land laws. Types of data used are secondary data. Secondary 
data sources that were used included the primary legal materials, legal materials, 
secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used were 
literature studies and interviews with officials Wonogiri land procurement 
committee to clarify the obtained data. Data analysis was performed with the 
interpretation of laws and regulations, regarding the procurement of land (the 
major premise) that was used as reference to assess the truth of the law the land 
acquisition process for Wonogiri City Ring Road (minor premise). To achieve the 
answers due to the suitability of land procurement procedures, deductive 
syllogism was being used. 
Based on the findings and discussions, conclusions were obtained, First, 
the reason for the land acquisition procedures for Wonogiri City Ring Road did 
not comply the statutory regulations, in the matter that the Land Price Appraisal 
Team members Wonogiri were not in accordance with the composition specified 
in the legislation, then it was feared could harm the owner of the land because 
land prices were determined by the parties that requires the land so that prices 
tend to be below the normal market. Second, between the landowners and 
institution which was in need of land, in this case the Wonogiri government, both 
parties could reach an agreement on compensation for loss of land, buildings, 
plants, other objects either money on it. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi 
amanat Pembukaan UUD 1945 dari tahun ke tahun terus meningkat. 
Bersamaan dengan itu, jumlah penduduk terus bertambah dan sejalan dengan 
semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, maka semakin 
meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk di Indonesia. Termasuk 
dalam kegiatan pembangunan nasional itu adalah pembangunan untuk 
kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum ini harus terus 
diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmurannya. 
Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang 
semakin baik, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti: 
jaringan/transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olah raga, 
fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya. 
Pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti tersebut di atas, memerlukan 
tanah sebagai wadahnya. Dalam hal persediaan tanah masih luas, 
pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah. 
Permasalahannya yaitu tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya 
terbatas, dan tidak dapat bertambah luasnya. Tanah yang tersedia sudah 
banyak yang dilekati dengan hak (tanah hak), dan tanah negara sudah sangat 
terbatas persediaannya. 
Tanah adalah tempat bermukim manusia, sebagai  sumber penghidupan 
juga menjadi tempat persemayaman terakhir manusia bahkan dalam filosofi 
budaya Jawa seperti yang dikutip Arie Sukanthi Hutagalung dikenal istilah 
“sadumuk bathuk sanyari bumi, ditohi tumekaning pati” (Arie Sukanthi 
Hutagalung, 2008 : vii). Berdasarkan kenyataan tersebut maka tanah bagi 




semata, akan tetapi juga menyangkut masalah sosial, politik, budaya, 
psikologis bahkan juga mengandung aspek-aspek pertahanan dan keamanan 
nasional. 
Tanah juga menempati posisi yang vital dalam konteks perkembangan di 
sektor agraria. Tanah telah berubah dari alat produksi subsistensi rakyat 
menjadi alat produksi bagi organisasi kapitalis. Selain ungkapan tersebut di 
atas, tanah merupakan titik temu bagi kepentingan semua pihak atau dengan 
kata lain tanah itu ajang konflik kepentingan semua pihak. (Samta Prayitna, 
2003 : Vol. 4 No. 2 Desember 2003). 
Menurut Achmad Rubaie, tanah mempunyai fungsi ganda sebagai 
pengikat kesatuan sosial dan benda ekonomi sebagaimana berikut :  
Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena 
mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. 
Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di 
kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan 
sebagai  capital asset tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang 
sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi. Di 
satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan disisi 
yang lain juga harus dijaga kelestariannya. Sebagai karunia Tuhan sekaligus 
sumberdaya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan rakyat, tanah dapat 
dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia 
sehingga perlu campur tangan negara turut mengaturnya. (Achmad Rubaie, 
2007 : 1-2) 
 
Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan “ bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sedangkan 
menurut konsepsi hukum tanah nasional, seluruh bumi, air dan ruang angkasa 
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, sehingga semua 
tanah yang ada di dalam wilayah negara kita adalah tanah bersama seluruh 
rakyat Indonesia, yang bersatu menjadi Bangsa Indonesia ( Pasal 1 ayat (1) 
UUPA ). Walaupun di dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa seluruh tanah, 
air, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kepunyaan 
bersama bangsa Indonesia, namun dalam kewajiban pengelolaannya tidak 
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mungkin dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia, maka 
penyelenggaraannya pada tingkatan yang tertinggi dikuasakan kepada negara, 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hal ini mengacu pada ketentuan 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang ada 
di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UUPA berpangkal pada 
pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya negara bertindak sebagai 
pemilik tanah. Adalah lebih tepat, jika negara sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat bertindak selaku badan penguasa. Sesuai dengan pangkal 
pendirian tersebut, kata “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki” 
tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi 
kekuasaan dari bangsa Indonesia, sesuai dengan UUPA Pasal 2 ayat (2). Hal 
ini senada dengan yang disampaikan A.P Parlindungan  sebagai berikut : 
Ayat 1 pasal 2 ini telah memberikan suatu sikap bahwa untuk mencapai 
tujuan dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tidaklah pada tempatnya bahwa 
Bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Hal ini 
sesuai dengan penjelasan dari UUPA tersebut sehingga negara sebagai suatu 
organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan 
penguasa sehingga tepatlah sikap tersebut bahwa bumi, air, ruang angkasa 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi 
dikuasai oleh negara. Dari penjelasan UUPA mengenai hal ini dinyatakan 
bahwa wewenang Hak Menguasai dari negara ini dalam tingkatan tertinggi : 
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaannya. 
b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian 
dari) bumi, air dan ruang angkasa itu. 
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa. (A.P Parlindungan, 1998 : 43) 
 
Pada masa sekarang ini adalah sangat sulit melakukan pembangunan 
untuk kepetingan umum di atas tanah negara, dan sebagai jalan keluar yang 
ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan “mengambil” 
tanah (oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk 
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kepentingan umum) inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah 
(pasal 1 Keppres No. 55 tahun 1993). Kegiatan pengadaan tanah ini sudah 
sejak lama dilakukan, bahkan sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda 
dahulu melalui Onteigenings Ordonnatie (Staatsblad 1920 nomor 574). 
Undang-Undang Pokok Agraria sendiri melalui Pasal 16, memberikan 
landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan menentukan : Untuk 
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan 
memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-
Undang. 
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering mengalami 
permasalahan dalam proses perolehannya. Pada satu sisi, kebutuhan tanah 
dalam rangka pembangunan sudah sedemikian mendesak sedangkan pada sisi 
yang lain persediaan tanah sudah mulai terasa sulit. Selain digunakan untuk 
pembangunan fasilitas umum seperti perkantoran, perumahan dan lain-lain, 
juga masih dibutuhkannya tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Berjalannya proses pembangunan yang cukup cepat di negara kita 
bukan saja memaksa harga tanah hampir di setiap daerah naik melambung, 
tetapi juga menciptakan tanah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai 
nilai ekonomi sangat tinggi. Arie Sukanthi Hutagalung mengatakan : 
Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar 
pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, 
pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan 
berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini harus dihindari 
adanya upaya menjadikan tanah sebagai barang dagangan, objek spekulasi 
dan hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung 
dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. (Arie Sukanti Hutagalung, 2008 : 83) 
 
Roy M. Robbins menyatakan permasalahan mengenai perolehan tanah 
juga terjadi di belahan negara lain seperti di Amerika Serikat yaitu sebagai 
berikut: 
The last thirty years have witnessed the controversies over speculator 
versus settlers; cheap land and Jacksonian democracy; slavery and the 
public lands; the Homestead Act and its significance; public land as a safety 
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valve of the eastern economic order; railroad land grants and settlement 
policies; the various fight over forest conservation; grasslands, minerals, 
reclamations, and water power; conservation versus preservation; and the 
most recent issue of ceding the remaining land to the states.(Roy 
M.Robbins, 1969 : Vol. 56, No.2, pp. 360-362)  
 
Persoalan pembebasan tanah menyangkut dua dimensi dimana keduanya 
harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan pemerintah dan 
kepentingan warga masyarakat. Dua pihak yang terlibat yaitu negara, dalam 
hal ini pemerintah yang diwakili oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan 
tanah, dengan seluruh Bangsa Indonesia, dalam hal ini adalah rakyat, harus 
sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan yang berlaku mengenai 
hak tersebut. Maksud dari sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan 
adalah rakyat dan pemerintah saling menghormati hak dan menjalankan 
kewajiban masing-masing. Pentingnya masing-masing pihak saling 
memahami hak dan kewajibannya adalah untuk mencegah persoalan-
persoalan seperti yang dipublikasikan di berbagai media masa, dimana pihak 
penguasa dengan keterpaksaannya melakukan tindakan yang dinilai 
bertentangan dengan hak asasi manusia. 
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala 
BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005, menjelaskan bahwa pengadaan tanah adalah setiap 
kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada 
yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-
benda yang berkaitan dengan tanah. 
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara 
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pembangunan untuk kepentingan 
umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang 
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selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah di antaranya adalah pembuatan jalan umum. 
Dalam hal ini penulis mengambil Kabupaten Wonogiri sebagai lokasi 
penelitian karena berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Badan Pertanahan 
Wonogiri, sedang dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan 
kepentingan umum yaitu berupa jalan lingkar kota Kabupaten Wonogiri. 
Atas dasar uraian di atas, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
tahapan pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri 
serta mengenai kesepakatan ganti rugi antara para pihak yang terkait, maka 
penulis mengajukan penulisan hukum dengan judul “PELAKSANAAN 
PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN LINGKAR KOTA OLEH 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis 
merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 
1. Apakah prosedur pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Kota (JLK) 
Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 
j.o Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007? 
2. Apakah ada kesepakatan mengenai ganti rugi antara Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri dengan pemilik tanah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang 
akurat sehingga dapat memberi manfaat antara lain yaitu: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum dalam pembangunan Jalan Lingkar Kota di 
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Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Peraturan Presiden No.36 Tahun 
2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 
Tahun 2006 j.o Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007. 
b. Untuk mengetahui kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah antara 
pemilik tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman penulis 
mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
b. Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar S1 dalam 
bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penulisan hukum ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang 
bisa diperoleh antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
khususnya mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
b. Memperkaya referensi penulisan tentang hukum pertanahan. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis 
penulis yang berhubungan dengan proses pengadaan tanah. 
b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menyelesaikan masalah yang 
muncul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar 
Kota di Kabupaten Wonogiri 
 
E. Metode Penelitian. 
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Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk 
memecahkan masalah secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik 
tertentu yang ilmiah. Kegiatan penelitian merupakan merupakan usaha untuk 
menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan 
konsisten. “Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sistematis 
adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adannya 
hal-hal yang bertentangan dengan sustu kerangka tertentu.” (Soerjono 
Soekanto, 2007 : 42). 
Metode adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan 
masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu 
tentang apa yang akan dicari. Lebih lanjut Setiono mengatakan “cara 
penelitian itulah yang dimaksud dengan metode.” (Setiono, 2005 : 4). 
Adapun metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan 
hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 
hukum terrier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, 
kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah 
yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2007: 10). 
Dalam mempelajari hukum, tidak terlepas dari 5 (lima) konsep 
hukum yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto seperti dikutip oleh 
Setiono adalah sebagai berikut : 
1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat 
kodrati dan berlaku universal (yang menurut Setiono disebut 
hukum alam); 
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem 
perundang-undangan hukum nasional; 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan hakim inconcreto, dan 
tersistematis sebagai judge made law; 
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, 
eksis sebagai variabel sosial empirik; 
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5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para 
perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka; 
(Setiono, 2005 : 20-21) 
 
Penelitian ini mendasarkan pada konsep hukum ke-2 (dua) yang 
menurut Meter Mahmud Marzuki, dalam konsep hukum yang kedua, 
dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami 
hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. (Peter 
Mahmud, 2005:96). 
  
2. Sifat penelitian 
Berdasarkan uraian mengenai jenis penelitian di atas maka tipe 
kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian preskriptif. Sebagai 
ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, 
nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan 
norma-norma hukum (Peter Mahmud, 2005:22). 
 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach), yaitu pendekatan dengan menggunakan legeslasi dan 
regulasi (Peter Mahmud, 2005:97). Penelitian ini menggunakan berbagai 
peraturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 
  
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 
sekunder, yaitu data atau informasi hasil telaah dokumen penelitian yang 
telah ada sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, 
koran, majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan 
penelitian yang dilakukan. 
Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data yang didapatkan 
secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber 
data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-
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tulisan dalam buku ilmiah, dan literatur yang mendukung data. Data 
sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :  
1. Bahan-bahan hukum primer : 
a. Undang-Undang Dasar 1945; 
b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960; 
c. Undang-Undang No 20 Tahun 1961;; 
d. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005; 
e. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006; 
f. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 
2. Bahan hukum sekunder meliputi : 
a. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah 
untuk Pembangunan; 
b. Buku-buku Kebijakan Publik dan lainya. 
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, misalnya : 
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia; 
b. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; 
c. Kamus Hukum 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang 
sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. 
Beberapa data dimintakan klarifikasi kepada pejabat panitia pengadaan 
tanah kabupaten Wonogiri. 
 
6. Teknik Analisis Data 
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Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika 
deduktif. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapat Bernard Arief 
Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik 
kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat 
individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan 
hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang 
dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006:249-250). 
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan cara 
menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, 
peraturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat 
membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang 
diteliti. Peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah (premis 
mayor) dijadikan acuan untuk menilai kebenaran proses pengadaan tanah 
untuk Jalan Lingkar Kota kabupaten Wonogiri (premis minor). Tahap 
terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan apakah proses pengadaan tanah 
untuk Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
 
7. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka 
penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat 
bab, dimana tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan 
untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan hukum 
ini. 
Dalam bab pertama diuraikan mengenai mengenai latar belakang 
masalah yaitu alasan mengapa diadakan pembangunan Jalan Lingkar Kota 
Kabupaten Wonogiri. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 
sistematika penulisan hukum. 
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Dalam bab dua diuraikan tentang tinjauan umum mengenai 
pengadaan tanah dan prosedur pelaksanaan dalam pengadaan tanah. Hal 
ini dimaksudkan agar diperoleh suatu pemahaman yang jelas mengenai 
pengertian maupun proses dalam perealisasian pembangunan Jalan 
Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri, sehingga dapat menjadi sumber dalam 
menjawab perumusan masalah yang diteliti dalam penulisan ini.  
Dalam bab tiga diuraikan mengenai hasil pembahasan serta jawaban 
atas permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu apakah tahapan 
pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Kota (JLK) Kabupaten Wonogiri 
sesuai dengan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 j.o Peraturan 
Presiden No.65 Tahun 2006 j.o Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007, 
serta apakah ada kesepakatan mengenai ganti rugi antara Panitia 
Pengadaan Tanah dengan pemilik tanah.  
Dalam bab empat berisi simpulan dari jawaban-jawaban 
permasalahan yang menjadi objek penelitian serta saran yang didasarkan 
pada simpulan yang ada. Hal ini bertujuan agar penulisan ini dapat 




A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Pustaka tentang Pengadaan Tanah 
a. Pengertian dan Pengaturan Pengadaan Tanah 
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah 
dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau 
menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah 
(Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006). Pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan 
atau penyerahan hak atas tanah. Dengan pelepasan hak atas tanah dengan 
sukarela atau tanpa paksaan dapat memberikan kekuasaan pada negara 
untuk kemudian mengatur dan memberikan hak atas tanahnya untuk 
kepentingan umum. Hal ini senada dengan yang disampaikan Oloan 
Sitorus bahwa : 
Jatuhnya tanah pada negara karena penyerahan dengan sukarela. 
Cara ini berarti hak milik jatuh pada negara karena si empunya secara 
sukarela (tanpa paksaan) menyerahkan tanahnya yang berstatus Hak 
Milik itu kepada negara. Penyerahan hak dalam rangka pengadaan 
tanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 juga termasuk dalam 
kategori `penyerahan dengan sukarela ini. Dalam hal ini berarti hak 
milik berakhir atas persetujuan dari si empunya hak milik itu sendiri, 
bukan karena dipaksa demi kepentingan umum. Dengan demikian, 
jatuhnya tanah hak milik menjadi tanah negara ini tunduk pada 
pengaturan Hukum Perdata, dalam hal ini Hukum Perikatan yang 
bersumber pada perjanjian, yakni perjanjian antara si empunya tanah 
hak milik dengan pihak yang membutuhkan tanah. Kekuatan 
mengikatnya tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan 
bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak yang membuatnya.” (Oloan Sitorus dan Zaki 
Sierrad, 2006 : 107-108) 
Di Indonesia telah diundangkan beberapa aturan yang berkaitan 




1. UU No 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan 
Benda-Benda yang Ada Diatasnya. 
2. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
3. Perpres No 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No 36 
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
 
b. Cara pengadaan tanah 
Pasal 2 Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 menyatakan 
bahwa cara pengadaan tanah ada 2 yaitu: 
1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan 
cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 
2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang 
disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
 
Disamping kedua cara tersebut di atas, di dalam Peraturan Presiden 
No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
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No.65 Tahun 2006 juga menetapkan suatu jemnbatan penghubung 
sebagai upaya terakhir dalam pengadaan tanah apabila pemegang hak 
atas tanah tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah. Pada 
pasal 41 ayat 1 Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 dinyatakan 
bahwa pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk 
dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan Tanah 
Kabupaten dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Gubernur 
atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan 
penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu 
paling lama 14 (empat belas) hari. 
Pasal 18 UUPA menyatakan bahwa pencabutan hak atas tanah 
adalah untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat 
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara 
yang diatur dengan undang-undang. Menurut pasal 18 UUPA tersebut, 
maka untuk dapat melakukan pencabutan hak-hak atas tanah memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Pencabutan hak tersebut hanya dapat dilakukan apabila kepentingasn 
umum benar-benar menghendakinya; 
2) Pencabutan hak tersebut harus dengan memberikan ganti kerugian 
yang layak; 
3) Pencabutan hak tersebut harus menurut cara-cara yang diatur dalam 
Undang-Undang. 
 
Pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan dengan 2 acara, hal ini 
termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
1961, yaitu acara biasa dan acara untuk keadaan yang sangat mendesak, 
yang memerlukan penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang 
bersangkutan dengan segera. 
Dalam acara biasa maka: 
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1) Yang berkepentingan harus mengajukan permintaan untuk 
melakukan pencabutan hak itu kepada Presiden, dengan perantaraan 
Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria yang 
bersangkutan. 
2) Oleh Kepala Inspeksi Agraria diusahakan supaya permintaan itu 
diperlengkapi dengan pertimbangan para Kepala Daerah yang 
bersangkutan dan taksiran ganti-kerugiannya. Taksiran itu dilakukan 
oleh suatu Panitia Penaksir, yang anggota anggotanya mengangkat 
sumpah. Di dalam pertimbangan tersebut dimuat pula soal 
penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu. Demikian 
juga jika ada, soal penampungan orang-orang yang menempati 
rumah atau penggarap tanah yang bersangkutan.Yaitu orang-orang 
yang karena pencabutan hak tersebut akan kehilangan tempat tinggai 
dan/atau sumber nafkahnya. 
3) Kemudian permintaan itu bersama dengan pertimbangan Kepala 
Daerah dan taksiran ganti-kerugian tersebut dilanjutkan oleh Kepala 
Inspeksi Agraria kepada Menteri Agraria, disertai pertimbangannya 
pula. 
4) Menteri Agraria mengajukan permintaan tadi kepada Presiden untuk 
mendapat keputusan, disertai dengan pertimbangannya dan 
pertimbangan Menteri Kehakiman serta Menteri yang bersangkutan, 
yaitu Menteri yang bidang-tugasnya meliputi usaha yang meminta 
dilakukannya pencabutan hak itu. Menteri Kehakiman terutama akan 
memberi pertimbangan ditinjau dan segi hukumnya, sedang Menteri 
yang bersangkutan mengenai fungsi usaha yang meminta 
dilakukannya pencabutan hak itu dalam masyarakat dan apakah 
tanah dan/atau benda yang diminta itu benar-benar diperlukan secara 
mutlak dan tidak dapat diperoleh ditempat lain. 
5) Penguasaan tanah dan/atau benda yang bersangkutan baru dapat 
dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden 
dan setelah dilakukannya pembayaran ganti kerugian yang 
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ditetapkan oleh Presiden serta diselenggarakannya penampungan 
orang-orang yang dimaksudkan di atas. 
 
Dalam acara untuk keadaan yang sangat mendesak yang 
memerlukan penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan 
dengan segera, maka pencabutan hak khususnya penguasaan tanah 
dan/atau benda itu dapat diselenggarakan melalui acara khusus yang 
lebih cepat. Keadaan yang sangat mendesak itu misalnya, jika terjadi 
wabah atau bencana alam, yang memerlukan penampungan para 
korbannya dengan segera. Dalam hal ini maka permintaan untuk 
melakukan pencabutan hak diajukan oleh Kepala lnspeksi Agraria 
kepada Menteri Agraria tanpa disertai taksiran ganti kerugian Panitya 
Penaksir dan kalau perlu dengan tidak menunggu diterimanya 
pertimbangan Kepala Daerah. Menteri Agraria kemudian dapat memberi 
perkenan kepada yang berkepentingan untuk segera menguasai tanah 
dan/atau benda tersebut biarpun belum ada keputusan mengenai 
permintaan pencabutan haknya dan ganti kerugiannyapun belum 
dibayar. 
 
c. Pengertian Kepentingan Umum 
Salah satu diantara beberapa isu pokok yang sering 
dipermasalahkan di masa yang lalu adalah definisi mengenai 
kepentingan umum sebagai konsep yang mudah dipahami tapi tidak 
mudah didefinisikan. Huibers dalam Maria S.W. Soemardjono dengan 
bukunya Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah mendefinisikan 
“kepentingan umum sebagai kepentingan masyarakat sebagai 
keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut 
hak-hak individu sebagai warga negara dan menyangkut pengadaan serta 
pemeliharaan sarana publik”. (Maria S.W. Soemardjono, 2006 :107) 
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Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun 
oleh W.J.S. Purwadarminta yang dimaksud dengan “kepentingan umum 
adalah kepentingan orang banyak.” 
John Salihendo berpendapat bahwa “kepentingan umum adalah 
termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari 
rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologi dan 
hankamnas atas dasar azas-azas pembangunan nasional dengan 
mengindahkan ketahanan nasionl serta wawasan nusantara”. (John 
Salihendo, 1993:40) 
Sedangkan menurut Achmad Rubaie yaitu “Kata kunci (key-word) 
yang pertama dan utama serta amat menentukan dalam pengadaan tanah 
bagi pelaksanaan pembangunan adalah untuk kepentingan umum, yaitu 
kepentingan seluruh lapisan masyarakat.” (Achmad Rubaie, 2007 : 27).  
Pengertian kepentingan umum harus dikembalikan kepada 
peraturan pokoknya yaitu dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 
dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan 
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di atasnya 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Sihombing berikut : 
Mengenai pengertian dan jenis/bentuk kepentingan umum tidak 
ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961. Di dalam 
pasal 1 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang 
Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang 
Ada di atasnya, hanya diberikan pedoman bahwa suatu kegiatan dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan 
umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut : kepentingan bangsa 
dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak 
atau kepentingan bersama, kepentingan pembangunan. Sedangkan 
bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat 
kepentingan umum adalah meliputi bidang-bidang pertanahan, 
pekerjaan umum, perlengkapan umum, jasa umum, keagamaan, ilmu 
pengetahuan dan seni budaya, kesehatan, olahraga, keselamatan umum 
terhadap bencana alam, kesejahteraan sosial, makam/kuburan, 
pariwisata dan rekreasi dan usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat 
bagi kesejahteraan umum dan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan 
lainnya yang menurut pertimbangan Presiden perlu bagi kepentingan 
umum. (Sihombing, 2005 : 504) 
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Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan 
pengadaan tanah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan. 
Pengertian kepentingan umum diartikan sesuai dengan kepentingan, ada 
yang secara umum dan ada yang menyebutkan dalam daftar. Pasal 18 
UUPA mengatakan kepentingan umum adalah termasuk kepentingan 
bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Pasal 1 UU 
Nomor 20 Tahun 1961 ditambahkan pengertian untuk kepentingan 
pembangunan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 menyebutkan 
empat kriteria dan pembidangan seperti disebutkan di atas.  Dari ketiga 
peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa penafsiran arti kepentingan 
umum sangat luas. Hal ini sejelan dengan yang disampaikan oleh 
Sihombing, bahwa :  
Yang dimaksud dengan kepentingan umum pada dasarnya segala 
kepentingan yang menyangkut kepentingan negara, bangsa, 
kepentingan masyarakat luas, kepentingan bersama, kepentingan 
pembangunan dalam berbagai aspek (seperti pembangunan di bidang 
ekonomi, di bidang kemakmuran rakyat, di bidang kesehatan, di 
bidang pendidikan dan sebagainya) yang menurut urgensinya serta 
sifatnya diperlukan bagi kepentingan umum. (Sihombing, 2005 : 505)  
 
Kepentingan umum dapat dijabarkan melalui dua cara. Pertama, 
berupa pedoman umum yang menyebutkan bahwa pengadaan tanah 
dilakukan berdasarkan alasan kepentingan umum melalui berbagai 
istilah. Karena berupa pedoman, hal ini dapat mendorong eksekutif 
secara bebas menyatakan suatu proyek memenuhi syarat kepentingan 
umum. Kedua, penjabaran kepentingan umum dalam daftar kegiatan. 
Dalam praktik, kedua cara ini sering ditempuh secara bersamaan. 
Sejalan dengan pemikiran di atas, seperti yang disampaikan oleh 
Adrian Sutedi adalah : 
Bahwa pengadaan tanah dibutuhkan untuk kepentingan umum 
(public purpose). Istilah public purpose bisa saja berubah, misalnya 
public menjadi sosial, general, common atau collective. Sementara 
purpose menjadi need, necessity, interest, function, utility atau use. 
Negara yang menggunakan “pedoman umum” ini biasanya tidak 
secara eksplisit mencantumkan dalam peraturan perundang-undangan 
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tentang bidang kegiatan apakah yang disebut sebagai “kepentingan 
umum”. Pengadilanlah yang secara kasuistis menentukan apakah yang 
disebut sebagai “kepentingan umum. (Adrian Sutedi, 2007 : 68) 
 
Kecenderungan terakhir adalah bahwa suatu kegiatan bersifat 
kepentingan umum jika hal itu berkaitan dengan kesehatan, keamanan, 
atau kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh badan 
legislatif. Penafsiran apapun yang dianut oleh berbagai kalangan, 
penetapan kegiatan yang bersifat kepentingan umum dilakukan oleh 
legislatif, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh eksekutif dan 
putusan atas keberatan atau sengketa kepentingan umum ditetapkan oleh 
yudikatif. 
 
Istilah kepentingan umum seringkali menjadi perdebatan dalam 
kaitannya dengan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pemegang 
hak atas tanah menganggap bahwa pengadaan tanah itu bukan untuk 
kepentingan umum melainkan untuk kepentingan swasta, sedangkan 
pihak yang memerlukan tanah menganggap bahwa pengadaan tanah itu 
benar-benar untuk kepentingan umum. Untuk mengatasi perbedaan 
pendapat tersebut, Keppres No. 55 Tahun 1993 memberikan 
pengaturan yang jelas tentang kriteria kepentingan umum dalam 
kaitannya dengan pengadaan tanah untuk pembangunan. (Urip 
Santosa, 1998 : Vol. 3 No.1).  
 
Menurut Perpres 36 Tahun 2005 pasal 1 angka 5 menyebutkan 
kepentingan umum sebagai kepentingan sebagian besar lapisan 
masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa pembangunan 
untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau 
pemerintah daerah meliputi 21 bidang kegiatan. Dalam Perpres ini tidak 
dimuat batasan untuk kriteria kepentingan umum sebagaimana disebut 
dalam Keppres 55 Tahun 1993. 
Sedangkan menurut Perpres 65 Tahun 2006 batasan kriteria dimuat 
kembali namun berbeda dengan Keppres 55 Tahun 1993, kriterianya 
adalah pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh 
pemerintah atau pemerintah daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan 
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dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang meliputi 7 bidang 
kegiatan. Perpres ini tidak memberikan batasan kriteria “tidak digunakan 
untuk mencari keuntungan”. 
Pasal 5 Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
menyebutkan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum yang 
dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
dimiliki atau akan dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi : 
1) Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas 
tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, 
saluran pembuangan air dan sanitasi; 
2) Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan 
lainnya; 
3) Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; 
4) Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya 
banjir, lahar, dan lain-lain bencana; 
5) Tempat pembuangan sampah; 
6) Cagar alam dan cagar budaya; 
7) Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. 
 
 
d. Panitia Pengadaan Tanah 
Panitia Pengadaan Tanah adalah panitia yg dibentuk untuk 
membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum. 
Yang membentuk tim pengadaan tanah yaitu : 
1) Bupati/Walikota utk Panitia Pengadaan Tanah kabupaten atau kota; 
2) Gubenur untuk Panitia Pengadaan Tanah Propinsi dan Daerah 
Khusus Ibukota; 
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3) Mendagri untuk pengadaan tanah yang wilayahnya mencakup 
beberapa propinsi  
 
Susunan Panitia Pengadaan Tanah Provinsi sebagaimana dimaksud 
Pasal 15 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007adalah paling banyak 
9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :  
1) Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota; 
2) Pejabat daerah di Provinsi yang ditunjuk setingkat eselon II sebagai 
Wakil Ketua merangkap Anggota; 
3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau 
pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan 
4) Kepala Dinas/Kantor/Badan di Provinsi yang terkait dengan 
pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai 
Anggota.  
 
Panitia pengadaan tanah berdasarkan pasal 7 Peraturan Presiden 
No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
No.65 Tahun 2006 j.o Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 memiliki 
tugas sebagai berikut: 
1) mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, 
tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah 
yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; 
2) mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya 
akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya; 
3) menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan 
dilepaskan atau diserahkan; 
4) memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang 
terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah 
mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk 
konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun 
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media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang 
terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah; 
5) mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan 
instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan 
tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; 
6) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para 
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain 
yang ada di atas tanah; 
7) membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; 
8) mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas 
pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten. 
 
 
2. Tinjauan Pustaka Mengenai Ganti Kerugian 
a. Pengertian mengenai ganti rugi 
Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 mengatur tentang ganti 
kerugian yang sebenarnya dalam peraturan tersebut di atas, masih 
banyak kekurangannya sehingga perlu penyempurnaan dalam peraturan 
pelaksanaan. Dalam konteks ini, fokus pembahasan yaitu pada 
penerapannya terhadap proyek-proyek untuk kepentingan umum, yakni 
proyek yang dilakukan oleh pemerintah, dan selanjutnya dimiliki oleh 
pemerintah. 
Masalah ganti kerugian merupakan isu sentral yang paling rumit 
penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah dengan 
memanfaatkan tanah-tanah yang sudah mempunyai hak. Penetapan ganti 
kerugian untuk bangunan dan tanaman relatif lebih mudah dibandingkan 
dengan tanah karena di samping nilai nyata tanah yang didasarkan pada 
NJOP tahun terakhir, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 
harga tanah. Faktor-faktor tersebut adalah lokasi, jenis hak atas tanah, 
status penguasaan atas tanah, peruntukan tanah, kesesuaian dengan 
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rencana tata ruang wilayah, prasarana, fasilitas dan utilitas, lingkungan 
dan faktor-faktor lain. Sudah tentu pemegang hak harus sangat berhati-
hati dalam menyampaikan keinginan terhadap besarnya ganti kerugian 
terhadap tanahnya. 
Mengingat bahwa penetapan nilai tanah dengan memperhatikan 
faktor-faktor yang relevan tersebut tidak mudah dilakukan oleh seorang 
awam, oleh karena itu perlu peran lembaga penilai swasta yang 
profesional dan independen, yang mempunyai kewenangan dan 
kemampuan untuk menetapkan nilai nyata tanah yang obyektif dan adil 
seperti yang dituangkan dalam ketentuan pasal 25 Peraturan KBPN 
Nomor 3 Tahun 2007. Penilaian ganti rugi akan sangat menentukan 
terhadap masa depan para pemegang hak atas tanah seperti yang 
dikatakan oleh Adrian Sutedi : 
 
Begitu vitalnya ganti rugi, maka ganti rugi itu minimal harus sama 
dan senilai dengan hak-hak dan pancaran nilai atas tanah yang akan 
digusur. Bila tidak senilai, namanya bukan ganti rugi, tetapi sekadar 
pemberian pengganti atas tanahnya yang tergusur. Prinsip dan tujuan 
UUPA harus dimaknai bahwa ditempuhnya prosedur penggusuran 
tidak berarti akan merendahkan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan 
tanamannya serta benda-benda lain yang melekat pada bangunan dan 
tanah. (Adrian Sutedi, 2007 : 184) 
 
Hasil penilaian lembaga tersebut, di samping dapat digunakan 
sebagai masukan untuk membantu pemegang hak untuk menentukan 
penawaran mereka tentang besarnya ganti kerugian terhadap tanahnya, 
juga dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah yang memerlukan 
tanah karena indenpendensinya dan hasil penilaiannya yang obyektif. 
Dengan demikian, diharapkaan agar keadilan serta kelancaran dalam 
penentuan ganti kerugian kerugian secara musyawarah dapat tercapai. 
Penilaian yang obyektif tersebut tentunya tetap saja berbeda menurut 
versi yang berkepentingan, bisa saja lebih rendah dari yang diharapkan 
oleh pemilik tanah tapi juga bisa dianggap lebih tinggi oleh yang 
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memerlukan tanah, hal ini seperti yang disampaikan oleh A.P. 
Parlindungan : 
Nilai yang nyata/sebenarnya itu tidak mesti sama dengan harga 
umum, karena harga umum bisa merupakan harga catut. Sebaliknya 
pula harga tersebut tidak pula berarti harga yang murah. Apa saja yang 
termasuk untuk layak sebagai ganti rugi dan ganti rugi yang mana 
yang dianggap layak? Sebenarnya jika sudah ada harga dasar yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah dan demikian pula sudah ada 
pedoman yang sebelumnya diadakan teoritis tidak ada kesulitan apa-
apa mengenai pencabutan hak ini, sungguhpun sering sekali masalah 
nilai ganti rugi ini merupakan masalah yang sangat kompleks sekali 
penyelesaiannya.Harga ganti rugi ini seyogyanya adalah harga yang 
sekiranya seperti terjadi jual beli biasa atas dasar komersil sehingga 
pencabutan hak tersebut bukan sebagai suatu ancaman dan pemilik 
bersedia menerima harga tersebut. (A.P Parlindungan, 2008 : 52) 
 
Dalam setiap pengadaan tanah untuk pembangunan hampir selalu 
muncul rasa tidak puas, masyarakat yang hak atas tanahnya terkena 
proyek tersebut merasakan bahwa korban penggusuran pada umumnya 
belum dapat menikmati makna keadilan sesuai dengan pengorbanannya. 
Dalam kenyataan ini sudah seharusnya perlu perhatian lebih dalam 
penerapam peraturan perundangan. Adrian Sutedi mengatakan bahwa : 
Seluruh orang yang terkena pembebasan tanah dari suatu proyek 
layak dibayar ganti rugi dan direhabilitasi tanpa memperhatikan hak 
kepemilikan yang sah. Misalnya kebijaksanaan pemerintah juga 
mencakup petani bagi hasil atau petani upahan, pengguna yang 
tergantung pada hak adat, pengguna lahan tanpa hak legal, migrasi 
musiman dan penghuni liar. Jumlah dan kategori ganti rugi serta 
bantuan lainnya tergantung pada sifat kerugian yang dialami masing-
masing rumah tangga. Apabila orang terkena dampak kehilangan akses 
ke sumber daya yang belum terkendali, seperti hutan, saluran air atau 
lahan makanan ternak, mereka harus diganti rugi dalam bentuk 
semacamnya. Tindakan memulihkan pendapatan dan taraf hidup dapat 
menjadi pembayaran ganti rugi untuk penggunaan kawasan milik 
umum, asalkan tindakan ini cukup sesuai dengan tujuan kebijaksanaan. 
Akan tetapi, orang yang menguasai tanah tersebut dan memperoleh 
sewa tidak sah dari kawasan milik umum tidak diganti rugi.(Adrian 
Sutedi, 2007 : 273) 
 
Menurut pendapat dari Sun Sheng Han, permasalahan yang sering 
timbul dalam pengadaan tanah adalah sebagai berikut: 
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The main focus is on the issue of compensation in land acquisition. 
Data were collected from field reconnaissance surveys, key informant 
interviews and secondary sources. Findings revealed a clear move 
towards the establishment of private property rights on land use, 
illustrated by the changes associated with land law and the dynamic 
interplays among the main actors in this transition. The government's 
role in land acquisition has been minimised gradually. A coalition 
between the government and land developers was discernible in the 
case studies, often associated with a low compensation rate in land 
acquisition, which was proposed by the government in favour of the 
developers but at the expense of individual sitting tenants. At another 
level, the law enforcement behaviour of local authorities was shaped 
by considerations of possible rent-seeking and concerns about 
intervention from higher-level authorities. (Sun Sheng Han, 2008 : 
Vol. 45, No.5-6, 1097-1117) 
 
Sebagai gambaran lain, disampaikan penentuan pertimbangan ganti 
kerugian di berbagai negara sebagaimana ditulis oleh  Maria S.W. 
Soemardjono: 
Di India, hal-hal yang dipertimbangkan dalam penentuan ganti 
kerugian adalah nilai pasar tanah pada saat diumumkannya 
pengambilan tanah itu kerugian yang timbul karena dipecahkan bidang 
tanah tertentu dan ganti kerugian sebagai akibat pengurangan 
keuntungan yang diharapkan dari tanah tersebut semenjak 
pengumuman pengambilan tanah sampai dengan selesainya seluruh 
proses. Sedangkan kenaikan nilai tanah dihubungkan dengan 
penggunaannya di kemudian hari dan segala perbaikan yang dilakukan 
setelah adanya pengumuman tentang pengambilan tanah tersebut, tidak 
diperhitungkan sebagai faktor penentu ganti kerugian. Di, Singapura, 
berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Land Acquisition tahun 1970, faktor-faktor  
yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya ganti kerugian, 
antara lain adalah nilai pasar tanah saat diumumkannya pengambilan 
hak atas tanah, kerugian akibat dipecahnya bidang tanah tertentu dan 
turunnya penghasilan pemegang hak. Segala perbaikan yang dilakukan 
dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang dapat juga dijadikan 
pertimbangan untuk menentukan besarnya ganti kerugian. Namun 
sebaliknya, di Malaysia hal-hal tertentu dikesampingkan dalam 
memperkirakan ganti kerugian. Misalnya urgensi pengambilan tanah, 
keengganan pemegang hak untuk meninggalkan tanahnya, kerusakan 
tanah setelah diumumkannya pengambilan tanah, peningkatan nilai 
tanah dihubungkan dengan penggunaan di kemudian hari, dan 
kenaikan nilai pasar karena perbaikan yang dilakukan dalam waktu 
dua tahun sebelum diumumkannya pengambilan tanah tersebut . Di 
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singapura, disamping hal-hal tersebut di atas, masih ditambahkan 
bahwa bukti tentang penjualan hak atas tanah di lokasi sekitar hanya 
akan diperhatikan bila pemegang hak dapat membuktikan, bahwa jual 
beli tersebut berdasarkan itikad baik dan bukan untuk tujuan spekulasi. 
(Maria S.W. Soemardjono, 2006 : 78-79) 
 
b. Bentuk dan jenis ganti rugi 
Dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
diatur mengenai bentuk ganti kerugian dapat diberikan  berupa : 
1) uang; dan/atau 
2) tanah pengganti; dan/atau 
3) pemukiman kembali; dan/atau 
4) gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;  
5) bentuk lain yang disetujui  para pihak yang bersangkutan. 
 
Ganti kerugian tersebut diberikan untuk hak atas tanah, bangunan, 
tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Selain 
terhadap tanah-tanah hak perseorangan , dalam Perpres ini ditentukan 
bahwa terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan 
dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang 
bermanfaat bagi masyarakat setempat. 
Dasar dan cara penghitungan ganti kerugian untuk bangunan dan 
tanaman adalah nilai jual yang ditaksir oleh  instansi pemerintah daerah 
yang bertanggung jawab di bidang tersebut. Sedangkan untuk tanah 
harganya didasarkan atas NJOP atau nilai nyata sebenarnya dengan 
memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) Bumi dan Bangunan 
yang terakhir. Untuk Indonesia, kiranya faktor-faktor yang dapat 
dipertimbangkan dalam menetukan ganti kerugian, di samping NJOP 
Bumi dan Bangunan tahun terakhir, sesuai pasal 28 Peraturan Kepala 
BPN Nomor 3 Tahun 2007 adalah : 
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1) lokasi/letak tanah ( strategis/kurang strategis ); 
2) status hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, 
dan lain-lain ); 
3) peruntukan tanah; 
4) Kesesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
yang telah ada; 
5) kelengkapan sarana dan prasarana; 
6) faktor lain yang mempengaruhi harga tanah. 
 
Penetapan nilai nyata sebagai dasar penghitungan harga tanah 
tentulah dimaksudkan agar tingkat kesejahteraan bekas pemegang hak 
tidak mengalami kemunduran. Satu hal yang tidak boleh dilupakan 
adalah interpretasi asas fungsi sosial hak atas tanah, di samping 
mengandung makna bahwa hak atas tanah itu harus digunakan sesuai 
dengan sifat dan tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi si pemegang 
hak dan bagi masyarakat, juga berarti bahwa harus terdapat 
keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan 
umum dan bahwa kepentingan perseorangan itu diakui dan dihormati 
dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 
Dalam kaitannya dengan masalah ganti kerugian, tampaklah bahwa 
menemukan keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan 
kepentingan itu tidak mudah. Ketentuan pasal 6 UUPA ini menjadi 
pertimbangan tersendiri bagi Tim Penilai Harga Tanah dalam menilai  
harga tanah seperti yang disampaikan oleh Sihombing : 
Panitia penaksir dalam menaksir ganti rugi agar menggunakan, 
nilai yang sebenarnya dari tanah yang haknya akan dicabut beserta 
benda-benda yang ada di atasnya yang juga akan dicabut. Nilai ganti 
rugi tersebut tergantung pada fungsi yang diberikan oleh tanah dan 
benda yang bersangkutan, baik kepada si pemilik maupun masyarakat, 
dengan ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi 
sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA. (Sihombing : 
506) 
 
Nelson Chan menyatakan bentuk ganti kerugian sebagai berikut:  
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The heads of compensation include: 
1) the market value of the interest in the land acquired; 
2) the special value (financial advantage in addition to market value 
incidental to the claimant’s ownership/use of the land); 
3) severance (value loss to other retained land due to a partial land 
acquisition); 
4) injurious affection (value loss to other retained land due to the 
carrying out of or the proposal to carry out works for public 
interest on the acquired land); 
5) consequential financial losses; and 
6) solatium (a sum of comfort money paid over and above the actual 
damages as solace for the interest in land being compulsorily 
acquired). (Nelson Chan. 2003 : Vol. 6, No. 1: pp. 136-152) 
 
Ganti kerugian sebagai upaya mewujudkan penghormatan kepada 
hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk 
kepentingan umum, dapat disebut adil, apabila hal tersebut tidak 
membuat seesorang menjadi  lebih kaya, atau sebaliknya, menjadi lebih 
miskin daripada keadaan semula. 
Permasalahan yang sering timbul dalam ganti rugi adalah 
seringnya harga yang diberikan di bawah harga normal seperti yang 
diungkapkan oleh Nurmayani: 
The question of land affairs that often exists is the procurement of 
land for development of public facilities. The raising problem mainly 
concerns with the compensation. Bases on the result of research, the 
process of determining the form and the payment of compensation 
have been in accord with the regulation in force. However, the ceiling 
price of the land fixed by the government is too cheap that makes a 
financial loss for the land owners. (Nurmayani, 1997 : Vol. 5 No. 16) 
 
 
3. Tinjauan Tentang Pelaksanaan dalam Pengadaan Tanah 
a. Tata cara pengadaan tanah  
Menurut Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, pengadaan tanah 
dilakukan atas dasar musyawarah langsung. Yang dimaksud dengan 
musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap 
saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas 
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kesukarelaan antara para pihak untuk memperoleh kesepakatan 
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Dalam hal ini, pengertian 
musyawarah adalah dalam arti kualitatif, dipentingkan dialog secara 
langsung, namun apabila jumlah pemegang hak atas tanah tidak 
memungkinkan musyawarah secara efektif, dibuka kemungkinan adanya 
wakil-wakil yang ditunjuk diantara para pemegang hak atas tanah, yang 
sekaligus bertindak selaku kuasa mereka sebagaimana dijelaskan dalam 
pasal 9 ayat 2 Perpres 36 Tahun 2005. Pengertian musyawarah tersebut 
juga sebagaimana yang dimaksud oleh Achmad Rubaie yaitu : 
Proses atau kegiatan saling mendengar antara pihak pemegang hak 
atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah lebih bersifat kualitatif, 
yakni adanya dialog interaktif antara para pihak dengan menempatkan 
kedudukan yang setara atau sederajat. Yang perlu dijabarkan lebih 
lanjut adalah makna kesukarelaan dalam unsur musyawarah. Kedua, 
sikap saling menerima pendapat atau keinginan yang didasarkan atas 
kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang 
memerlukan tanah. Secara sederhana sukarela dapat diartikan ikhlas 
karena kesadaran dalam diri pribadi tanpa paksaan dari 
siapapun.”(Achmad Rubaie, 2007 : 139). 
 
Secara garis besar, musyawarah diawali dengan penyuluhan 
kepada masyarakat pemegang hak tentang maksud dan tujuan pengadaan 
tanah yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Tanah ( PPT ) bersama 
dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan membuka 
kemungkinan keterlibatan tokoh masyarakat dan pimpinan informal 
setempat di dalamnya. Menyusul penyuluhan tersebut dilakukan 
inventarisasi terhadap objek pengadaan tanah oleh panitia pengadaan 
tanah, pengumuman hasil inventarisasi ini memberi kesempatan kepada 
pemegang hak untuk mengajukan keberatan. 
Tahap selanjutnya adalah musyawarah untuk menetapkan bentuk 
dan besarnya ganti kerugian. Musyawarah dilakukan secara langsung 
antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan pemegang hak. 
Apabila dikehendaki, dapat dilakukan secara bergiliran/parsial atau 
dapat dilakukan antara instansi pemerintah wakil-wakil pemegang hak 
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(dengan surat kuasa). Oleh panitia pengadaan tanah diberikan penjelasan 
tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan ganti kerugian, 
yang meliputi : 
1) untuk tanah nilainya didasarkan pada NJOP atau nilai nyata dengan 
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun terakhir; 
2) faktor yang mempengaruhi harga tanah; 
3) nilai taksiran bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang relevan. 
 
Menyusul penjelasan tersebut, pemegang hak atas tanah yang 
diwakili oleh wakilnya menyampaikan keinginan tentang bentuk dan 
besarnya ganti kerugian yang akan ditanggapi oleh instansi pemerintah 
yang bersangkutan. Bila pemegang hak menolak tawaran instansi 
pemerintah dan setelah dimusyawarahkan tidak tercapai kata sepakat 
maka dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau 
Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan 
mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari.  
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan putusan 
penyelesaian atas keberatan pemilik dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari. Gubernur sesuai kewenangannya memberikan putusan 
penyelesaian atas keberatan pemilik dalam hal pengadaan tanah bagi 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan 
tanah di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Menteri Dalam Negeri sesuai 
kewenangannya memberikan putusan penyelesaian atas keberatan pemilik 
dalam hal pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum di 2 (dua) atau lebih provinsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari.  
Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai 
kewenangannya sebelum memberikan putusan penyelesaian bentuk 
 xlii
dan/atau besarnya ganti rugi dapat meminta pertimbangan atau 
pendapat/keinginan dari :  
1) pemilik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;  
2) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota; dan/atau 
3) instansi pemerintah yang memerlukan tanah.  
 
Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam 
Negeri yang mengukuhkan atau mengubah bentuk dan/atau besarnya 
ganti rugi disampaikan kepada pemilik yang mengajukan keberatan, 
instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan Panitia Pengadaan 
Tanah Kabupaten/Kota. Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau 
Menteri Dalam Negeri berlaku sebagai dasar pembayaran ganti rugi bagi 
pemilik yang mengajukan keberatan  
Dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 pasal 
31 sampai dengan pasal 42 telah mengatur secara tegas bagaimana 
mekanisme musyawarah dengan berbagai alternatif penyelesaiannya 
sampai dengan usul pencabutan hak atas tanahnya apabila upaya yang 
ditempuh tetap tidak dapat menemui kata sepakat dengan para pemilik 
tanah yang hak atas tanahnya akan diambil alih untuk kepentingan 
pembangunan kepentingan umum. 
Ketentuan tersebut di atas membuka kemungkinan keterlibatan 
tokoh masyarakat dan pimpinan informal setempat dalam tahap 
penyuluhan dan dalam tahap musyawarah untuk menetapkan ganti 
kerugian. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung pemegang 
hak sekaligus, secara bergiliran atau parsial, atau melalui wakil 
pemegang hak. 
Hendaknya tokoh masyarakat dan tokoh informal yang dilibatkan, 
benar-benar dipilih atau ditunjuk oleh para pemegang hak. Demikian 
pula apabila pemegang hak menghendakinya, dalam proses musyawarah 
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penunjukan wakil harus diprakarsai oleh mereka tanpa campur tangan 
pihak luar. 
 
b. Prosedur pengadaan tanah 
1) Perencanaan 
Instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyusun 
proposal rencana pembangunan, yang menguraikan : 
a) maksud dan tujuan pembangunan 
b) letak dan lokasi pembangunan 
c) luasan tanah yg diperlukan 
d) sumber pendanaan 
e) analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, 
termasuk dampak pembangunan, berikut upaya pencegahan dan 
pengendaliaanya 
 
2) Penetapan lokasi 
Berdasarkan proposal instansi pemerintah yang memerlukan 
tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada 
bupati/walikota dengan tembusan ke Kepala Kantor Pertanahan. 
Bupati/walikota mengkaji kesesuaian rencana pembangunan dari 
aspek: tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan, 
serta penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. 
Pelaksanaan pengkajian didasarkan atas rekomendasi instansi 
terkait dan kantor pertanahan. Berdasarkan rekomendasi 
bupati/walikota menerbitkan keputusan penetapan lokasi. Setelah 
diterima keputusan dalam waktu paling lama 14 hari wajib 
mempublikasikan rencana pelaksanaan pembangunan untuk 




Penyuluhan dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dan 
instansi pemerintah, menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan 
pembangunan kepada masyarakat untuk memperoleh kesediaan dari 
para pemilik. Apabila diterima oleh masyarakat, maka dilanjutkan 
dengan kegiatan pengadaan tanah. Sedangkan apabila tidak diterima 
oleh masyarakat, maka panitia pengadaan tanah kabupaten/kota 
melakukan penyuluhan kembali. 
Apabila setelah penyuluhan kembali ternyata tetap tidak 
diterima oleh 75% pemilik tanah, maka lokasinya dapat dipindahkan, 
instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan alternatif 
lokasi lain. Akan tetapi apabila lokasinya tidak dapat dipindahkan ke 
lokasi lain, maka panitia pengadaan tanah kabupaten/kota 
mengusulkan kepada bupati/walikota atau gubernur untuk DKI untuk 
menggunakan ketentuan UU No 20 Th 1961 tentang Pencabutan 
Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya. Kemudian 
hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil 
Penyuluhan. 
 
4) Identifikasi dan Inventarisasi 
Apabila rencana pembangunan diterima oleh masyarakat, maka 
panitia pengadaan tanah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan 
invetarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah 
dan/atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda lain yang 
berkaitan dgn tanah. 
Kegiatan dalam identifikasi dan inventarisasi yaitu: 
a) Penunjukan batas 
b) Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan 
c) Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan atau keliling batas 
bidang tanah 
d) Penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan 
e) Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah 
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f) Pendataan status tanah dan/atau bangunan 
g) Pendataan penguasaan dan pemilikan  tanah dan/atau bangunan 
dan/atau tanaman, dan 
h) Lainnya yang dianggap perlu 
 
5) Penilaian 
Panitia pengadaan tanah kabupaten/kota menunjuk Lembaga 
Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan bupati/walikota untuk 
menilai harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan 
umum. Apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah, maka 
penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, yg 
terdiri dari : 
a) Instansi  bidang bangunan 
b) Badan Pertanahan Nasional 
c) Instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
d) Ahli/orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah 
e) Akademisi yang mampu menilai harga tanah, bangunan, 
tanaman, dan benda terkait dengan tanah 
f) LSM (bila diperlukan)  
 
Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah 
berdasarkan pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan 
memperhatikan NJOP, dan dapat berpedoman pada variabel2 sebagai 
berikut :  
a) Lokasi dan letak tanah 
b) Status tanah 
c) Peruntukan tanah 
d) Kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW 
e) Sarana dan prasarana yg tersedia 
f) Faktor lain yg mempengaruhi harga tanah 
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Penilaian  harga  bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda 
terkait dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di 
Kabupaten/Kota yg membidangi bangunan dan/atau tanaman 
dan/atau benda terkait dengan tanah, dengan berpedoman pada 
standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. 
Hasil penilaian diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah 
Kabupaten/Kota untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah 
antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para 
pemilik 
  
6) Musyawarah  
Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum 
di lokasi tersebut dianggap telah mencapai kesepakatan apabila 
minimum 75% dari luas tanah untuk pembangunan telah diperoleh 
atau jumlah pemilik telah menyetujui bentuk dan/atau besarnya ganti 
rugi. Apabila jumlahnya kurang dari 75%, maka panitia pengadaan 
tanah kabupaten/kota mengusulkan kepada instansi yang 
memerlukan tanah untuk memindahkan ke lokasi lain Apabila lokasi 
pembangunan tidak dapat dipindahkan, maka panitia pengadaan 
tanah kabupaten/kota melanjutkan kegiatan pengadaan tanah dengan 
menggunakan ketentuan dari UU No. 20 Th 1961 tentang 
Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya 
 
7) Keputusan Panitia Pengadaan Tanah 
Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi atau Berita 
Acara Penawaran Penyerahan Ganti Rugi, Berita Acara Hasil 
Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk  Kepentingan 
Umum dan/atau Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi, 
maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan 
Keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar 
Nominatif Pembayaran Ganti Rugi.  
 xlvii
 
8) Pembayaran Ganti Rugi 
Berpedoman pada : 
a) Kesepakatan para pihak 
b) Hasil penilaian Panitia Penilai Harga Tanah/Tim Penilai Harga 
Tanah 
c) Tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan 
 
Dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 120 hari 
kalender terhitung sejak undangan musyawarah pertama. 
 
9) Pelepasan Hak 
Pelepasan hak oleh para pemilik hak atas tanah yang tanahnya 
terkena proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah 
adanya kesepakatan mengenai ganti rugi. 
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Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara 
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pembangunan untuk 
kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah di antaranya adalah pembuatan jalan umum. Salah 
satunya adalah pembangunan Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri. 
Pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri 
memerlukan beberapa tahapan dalam perealisasiannya. Hal ini tertuang 
dalam prosedur pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Kota Kabupaten 
Wonogiri. Dalam pengadaan tanah ini harus tercapai kesepakatan 
mengenai ganti rugi antara pemilik tanah dengan instansi yang 
memerlukan tanah agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. 
Pelaksanaan prosedur tersebut harus didasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945, 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang No 20 Tahun 1961, 
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, Peraturan Kepala BPN Nomor 3 
Tahun 2007. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dijadikan 
dasar hukum dalam penerapan prosedur pengadaan tanah serta dalam 
mencapai kesepakatan mengenai ganti kerugian atas tanah. 
Tercapainya prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan 
Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri merupakan suatu keberhasilan yang 
dapat membantu meningkatkan laju perekonomian di Kabupaten 
Wonogiri. Tentunya hal ini haruslah dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
Dalam penulisan ini akan diteliti mengenai prosedur pengadaan tanah 
apakah telah sesuai dengan peratruran perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan Jalan Lingkar 
Kota Kabupaten Wonogiri 
 
Lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Kota di 
Kecamatan Wonogiri yaitu di Desa Purworejo, Desa Bulusulur, Desa 
Pokoh Kidul, Kelurahan Wuryorejo, serta di Kecamatan Selogiri yaitu 
Desa Pare dan Desa Singodutan. Keadaan alam Kabupaten Wonogiri 
sebagian besar terdiri dari pegunungan yang berbatu gamping terutama 
di bagian selatan, termasuk jajaran Pegunungan Seribu yang merupakan 
mata air bagi Sungai Bengawan solo. Wilayah pegunungan memanjang 
dari sisi selatan sampai timur yang juga merupakan wilayah yang 
berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur, sedangkan wilayah 
Kabupaten Wonogiri sebelah selatan adalah berupa pantai yang 
memanjang sampai Samudera Indonesia.  
Kabupaten Wonogiri berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, 
sementara jarak ke ibukota provinsi (Kota Semarang) sejauh 133 km. 
Secara administratif, Kabupaten Wonogiri dibagi menjadi 25 kecamatan 
dan 294 desa/kelurahan, terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan. Untuk 
mengetahui pembagian wilayah administrasi Kabupaten Wonogiri dapat 
dilihat pada tabel berikut ini : 
 
Tabel 1 
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 
No Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah 
1 Pracimantoro 17 1 18 
2 Paranggupito 8 - 8 
3 Giritontro 5 2 7 




5 Batuwarno 7 1 8 
6 Karangtengah 5 - 5 
7 Tirtomoyo 12 2 14 
8 Nguntoronadi 9 2 11 
9 Baturetno 13 - 13 
10 Eromoko 13 2 15 
11 Wuryantoro 6 2 8 
12 Manyaran 5 2 7 
13 Selogiri 10 1 11 
14 Wonogiri 9 6 15 
15 Ngadirojo 9 2 11 
16 Sidoharjo 10 2 12 
17 Jatiroto 13 2 15 
18 Kismantoro 8 2 10 
19 Purwantoro 13 2 15 
20 Bulukerto 9 1 10 
21 Slogohimo 15 2 17 
22 Jatisrono 15 2 17 
23 Jatipuro 9 2 11 
24 Girimarto 12 2 14 
25 Puhpelem 5 1 6 
 JUMLAH 251 43 294 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa kecamatan dengan 
desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pracimantoro yaitu, sebanyak 
18 desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan desa/kelurahan paling 
sedikit adalah Kecamatan Karangtengah yaitu dengan 5 desa/kelurahan. Ada 
3 (tiga) kecamatan yang tidak memiliki kelurahan tetapi desa, yaitu 
kecamatan Baturetno, Karangtengah dan Paranggupito. 
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Luas wilayah Kabupaten Wonogiri adalah 183.238 Ha. Tanah seluas 
itu sebagian besar adalah berupa tanah tegal. Penggunaan tanah di 
Kabupaten Wonogiri antara lain tercantum dalam tabel di bawah ini : 
 
Tabel 2 
Penggunaan Tanah Kabupaten Wonogiri 
No Jenis Penggunaan Tanah Luas ( Ha ) 
1 Tegal 65.381 
2 Pekarangan 38.199 
3 Sawah 32.701 
4 Hutan Negara 13.942 
5 Hutan Rakyat 9.278 
6 Lain-lain 22.735 
Jumlah Keseluruhan 182.236 
Sumber : Buku Saku dan Fakta Kabupaten Wonogiri 
 
Penggunaan lahan untuk permukiman menempati berbagai lokasi 
wilayah. Penggunaan lahan untuk persawahan kebanyakan dijumpai di kaki 
lereng perbukitan. Penggunaan lahan berupa tegalan berupa ketela pohon, 
jagung, kedelai dan padi gogo. Hutan negara dan hutan rakyat menyebar 
secara luas pada perbukitan dengan berbagai macam tanaman seperti pon 
jati, sono keling dan mahoni. Jenis-jenis tanaman tersebut sangat sesuai 
dengan kondisi tanah serta jenis batuan di wilayah Kabupaten Wonogiri.  
Secara umum pola jaringan jalan utama yang terbentuk adalah pola 
radial yang secara internal menghubungkan kecamatan-kecamatan yang 
berada pada wilayah administratif Kabupaten Wonogiri dan secara regional 
merupakan jalur penghubung antara Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten 
Gunung Kidul serta Kabupaten Pacitan. Jalur utama pembentuk jaringan 
jalan di Kabupaten Wonogiri adalah jalur Kabupaten Sukoharjo – Wonogiri 
– Ngadirojo – Sidoharjo – Jatiroto – Slogohimo – Purwantoro, Jalur 
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Ngadirojo – Nguntoronadi – Baturetno – Giriwoyo – Pacitan, Jalur 
Giriwoyo – Giritontro – Pracimantoro – Gunung Kidul, serta Jalur 
Pracimantoro – Eromoko – Wuryantoro – Wonogiri. Pembangunan Jalan 
Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri yang melewati jalan raya merupakan 
jalan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri bukan milik 
pemerintah provinsi. 
Rencana pengembangan sistem transportasi yang berkaitan dengan 
jaringan jalan di Kabupaten Wonogiri meliputi penyediaan dan 
pengembangan jaringan jalan, terminal, dan sarana angkutan umum. 
Rencana pengembangan aktivitas dan pola pergerakan di Kabupaten 
Wonogiri diarahkan mampu mengakomodir seluruh aktivitas di tiap-tiap 
wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Pengembangan jeringan jalan 
merupakan aspek penting dalam pengembangan suatu wilayah, karena jalan 
berfungsi untuk merangsang perkembangan, mengarahkan perkembangan, 
membuka isolasi suatu wilayah, mengatasi permasalahan transportasi, dan 
meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. 
Pembangunan Jalan Lingkar Kota didasari pada kondisi kepadatan arus 
lalu lintas dalam kota yang cenderung meningkat serta dalam rangka 
pengembangan perkotaan agar lebih merata, khususnya untuk Desa 
Purworejo, Desa Pokoh Kidul dan Kelurahan  Wuryorejo. Dengan adanya 
pembangunan Jalan Lingkar Kota ini maka akses untuk mencapai daerah-
daerah tersebut menjadi semakin mudah. Mobilitas penduduk diharapkan 
akan meningkat serta pertumbuhan ekonomi dapat membaik.  
Rencana pembangunan Jalan Lingkar Kota di Kabupaten Wonogiri 
didasarkan pada kondisi lingkungan setempat, termasuk diantaranya 
menampung aspirasi rakyat, sehingga suatu proyek yang ditujukan untuk 
kepentingan umum tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan 
masalah karena masyarakat dapat merasakan adanya manfaat dari proyek 
itu.  
Partisipasi masyarakat sejak tahap awal perencanaan, terutama untuk 
proyek-proyek yang menyangkut kepentingan umum, akan membuat 
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masyarakat merasa ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Bila 
suatu rencana pembangunan ditempuh melalui mekanisme yang tepat, maka 
sifat keterbukaan pada setiap rencana dalam segala tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi akan merupakan hal yang wajar. Dengan 
demikian, akses untuk informasi tentang berbagai rencana kegiatan tidak 
akan menjadi monopoli pihak-pihak tertentu saja, namun sudah menjadi 
milik masyarakat sehingga dapat dicegah tindakan-tindakan yang bersifat 
spekulatif dan manipulatif.  
Sebagaimana program pembangunan yang lainnya apabila dalam 
perumusannya tidak memperhatikan aspirasi masyarakat tentu akan lebih 
banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini karena pada 
dasarnya dalam suatu negara demokratis, proses kegiatan pembangunan 
merupakan proses dimana semua warganya dapat mengambil bagian dan 
memberikan sumbangannya dengan leluasa.  
Luas lahan yang diperlukan untuk Jalan Lingkar Kota Kabupaten 
Wonogiri sesuai hasil pengukuran dan penentuan batas-batas jalan oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dan SKPD terkait yang tergabung 
dalam Tim Teknis Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri adalah 114.387 
m2. luas lahan yang telah dibebaskan sampai akhir Desember 2009 adalah 
34.974 m2 atau 30,58 % dari total luas lahan yang perlu dibebaskan untuk 
pembangunan Jalan Lingkar Kota Wonogiri. Sisa luas lahan yang Belem 
dibebaskan adalah seluas 79.413 m2 atau 69,42% dari luas lahan yang perlu 
dibebaskan.   
Dasar hukum dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan 
Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri yaitu: 
1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum; 
 lv
2. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Norma dan Standart Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan 
Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kota/Kabupaten; 
5. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 385 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 167 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Wonogiri; 
6. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 168/2008  tentang Penetapan 
Lokasi Jalan Lingkar Kota. 
 
 
B. Prosedur pengadaan tanah dalam Pembangunan Jalan Lingkar 
Kota di Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 j.o Peraturan 
Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 
 
Untuk menunjang pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan 
jaringan transportasi yang memadai, sehingga pembangunan dapat merata ke 
semua daerah di seluruh Indonesia. Salah satu jaringan transportasi tersebut 
adalah Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri. Pembangunan/pelebaran 
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Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri dimaksudkan sebagai jalur 
alternatif bagi mobilitas kendaraan dalam perjalanan menuju ke kota lain 
dengan tanpa melewati dalam kota Kabupaten Wonogiri yang cenderung 
padat. Selain sebagai jalur alternatif, pembangunan/pelebaran Jalan Lingkar 
Kota Kabupaten Wonogiri juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi di bidang pertanian, perkebunan dan perdagangan. Prosedur  
pengadaan tanah adalah sebagai berikut: 
 
1. Pemberitahuan/sosialisasi 
Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat 
mengenai maksud dan tujuan dilaksanakannya Pembangunan Jalan 
Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri, telah dilakukan kegiatan 
pemberitahuan/sosialisasi di 6 (enam) desa/kelurahan yang tersebar di 2 
(dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Wonogiri dan Kecamatan Selogiri; 
2. Pengukuran dan penentuan batas-batas jalan 
Untuk menentukan rute atau jalan yang direncanakan akan 
dibangun sebagai Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri, telah 
dilakukan pengukuran dan penentuan batas-batas jalan oleh cantor 
Pertanahan Kabupaten Wonogiri dan SKBD terakhir yang tergabung 
dalam Tim Teknis Jalan Lingkar Kota. 
3. Pendataan 
Untuk mengetahui secara jelas dan terperinci terkait dengan 
kepemilikan tanah, bangunan dan tanaman yang terkena Pembangunan 
Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri, dilakukan pendataan dengan 
melibatkan: 
a. Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang mendata 
tanah yang terkena pelebaran / pembangunan jalan dan dituangkan 
dalam blangko warna putih; 
b. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum yang mendata bangunan-
bangunan yang terkena pelebaran / pembangunan jalan dan 
dituangkan dalam blangko warna biru; 
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c. Petugas dari Dinas Pertnanian yang mendata berbagai jenis tanaman 
yang terkena pelebaran / pembangunan jalan dan dituangkan dalam 
blangko warna hijau; 
d. Petugas dari Dinas Gabungan Instansi / Unit Verja yang mendata 
aset-aset pemerintah dan lembaga lain yang terkena pelebaran / 
pembangunan jalan; 
e. Petugas dari Sekretariat Panitia yang bertugas memfasilitasi 
kelancaran pelaksanaan petugas serta melakukan rekapitulasi 
terhadap hasil pendataan. 
4. Pengolahan data 
Hasil pendataan oleh petugas dari Kantor Pertanahan, Dinas 
Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian yang dituangkan dalam blangko 
tersebut di atas, ditandatangani oleh petugas yang bersaangkutan, 
Pimpinan Instansi Petugas dan pemilik lahan, serta diketahui oleh 
Kepala Desa / Kelurahan dan Camat setempat. 
Setelah itu data direkapitulasi oleh Petugas Sekretariat Panitia yang 
kemudian dilanjutkan dengan kegiatan cheking lokasi untuk 
mencocokkan kepemilikan tanah, bangunan, dan tanaman. 
5. Cross cek hasil pendataan 
Untuk meminimalkan kesalahan dalam melaqkukan pendataan dan 
pengolahannya, dilakukan cross cek data dengan pemilik dengan tujuan 
apabila ada kekeliruan segera dapat dilakukan perbaikan. 
6. Pengumuman hasil pendataan 
Dalam rangka memberikan kesempatan kepada warga masyarakat 
untuk mengajukan keberatan atas hasil npendataan tanah, bangunan dan 
tanaman yang terkena Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kabupaten 
Wonogiri, maka dibuat pengumuman hasil pendataan yang ditempel di 
Kantor Desa / kelurahan dan Kecamatan setempat serta di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Wonogiri selama 30 (tiga puluh) hari. 
Pasal 23 ayat 3 Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 
menyebutkan bahawa peta bidang tanah dan daftar oleh Panitia 
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Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor 
Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website 
selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) 
kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang 
berkepentingan untuk mengajukan keberatan. Berdasarkan peraturan ini 
maka kebijakan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Wonogiri dengan 
menempel pengumuman selama 30 hari adalah tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Musyawarah harga 
Sebagai dasar untuk menghitung besarnya ganti rugi / ganti 
murwat yang akan diterima oleh masing-masing warga / pemilik, maka 
dilakukan musyawarah harga terkait dengan tanah, bangunan dan 
tanaman. 
Sebagai dasar pertimbangan menentukan besarnya nilai tanah per 
meter perseginya digunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan harga 
pasaran sesuai nilai kenyataan yang ada di masyarakat. Sedangkan nilai 
ganti rugi bangunan dan tanaman menggunakan pedoman yang 
ditetapkan oleh Dinas Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(DPU untuk bangunan dan Dinas Pertanian untuk tanaman). 
8. Penghitungan besar ganti rugi 
Matriz ada kesepakatan harga atau nilai tanah, bangunan dan 
tanaman dengan warga masyarakat maka kegiatan berikutnya hádala 
dilakukan penghitungan besar ganti rugi atau ganti murwat yang akan 
diterima oleh masing-masing warga. 
9. Cross cek hasil penghitungan ganti rugi 
Untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat dalam 
pengajuan keberatan atas penghitungan besarnya ganti rugi / ganti 
murwat maka dilakukan kegiatan cross cek hasil penghitungan. 
10. Rekapitulasi penghitungan ganti rugi 
Setelah dilakukan cross cek hasil penghitungan besarnya ganti rugi 
/ ganti murwat yang akan diterima oleh masing-masing warga, dilakukan 
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rekapitulasi yang berisi perincian luas tanah, luas bangunan dan tanaman 
untuk masing-masing warga. 
11. Pengajuan pembayaran ganti rugi 
Berdasarkan rekapitulasi penghitungan besarnya ganti rugi, 
dilakukan permohonan pembayaran Jalan Lingkar Kota Kabupaten 
Wonogiri. 
12. Pembayaran ganti rugi fasilitas umum / fasilitas Matriz  
a. Bentuk ganti kerugian terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial 
yang terkena Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kabupaten 
Wonogiri, tidak harus berupa uang, tetapi dapat berupa 
pembangunan kembali atau rehaz terhadap fasilitas umum / fasislitas 
social tersebut; 
b. Fasilitas umum / fasilitas Matriz yang terkena Pembangunan Jalan 
Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri, harus dikembalikan fungsinya 
seperti semula dengan mempertimbangkan Matri / lokasi dimana 
fasilitas umum / fasilitas Matriz tersebut berada; 
c. Fasilitas umum / fasilitas Matriz yang penguasaannya oleh 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sesuai Pasal 47 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah : pelepasan 
haknya tidak memerlukan persetujuan DPRD; 
d. Fasilitas umum / fasilitas Matriz yang penguasaannya oleh 
Pemerintah Desa, sesuai dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 
591 Tahun 2002. pelepasannya melalui Peraturan Desa setempat 
Matriz mendapat pengesahan oleh Bupati Wonogiri (catatan : ganti 
rugi tanah harus digunakan untuk pengadaan tanah kas desa 
pengganti yang senilai); 
e. Nilai tanah per meter perseginya untuk fasilitas umum dan fasilitas 
Matriz yang terkena Pembangunan Jalan Lingkar Kota Wonogiri 
tidak boleh melebihi nilai ganti rugi tanah untuk warga; 
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f. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas Matriz yang terkena 
Pembangunan Jalan Lingkar Kota Wonogiri dilakukan melalui 
sistem lelang dan swakelola. 
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Matrik Tahapan Pengadaan Tanah untuk 




Perencanaan Rekapitulasi Musyawarah Penetapan Pembayaran Ganti 
Rugi 
Penetapan  Hasil    Bentuk  dan Pelepasan Hak 
atas 
Lokasi  Pendataan   Ganti Rugi Tanah 
25 Maret 1 September 19 nov 08 22 nov 08 30 des 08 
2008   2008  21 nov 08 24 nov 08 24 des 08 





Perencanaan Rekapitulasi Musyawarah Penetapan Pembayaran Ganti 
Rugi 
Penetapan  Hasil    Bentuk  dan Pelepasan Hak 
atas 
Lokasi  Pendataan   Ganti Rugi Tanah 
25 Maret 1 September 26 okt 09 2 nov 09 3 des 09 
2008   2008  27 okt 09 2 nov 09 3 des 09 
     28 okt 09 2 nov 09 3 des 09 
     17 nov 09 23 nov 09 29 des 09 




1. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah 
Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Kota 
di Kabupaten Wonogiri terdiri dari 9 (sembilan) orang ditambah dengan 
Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat. Susunan Panitia Pengadaan 
Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri 
adalah sebagai berikut :  
 
Tabel 3 
Susunan Panitia Pengadaan Tanah 
 
NO Nama Jabatan dalam Dinas Kedudukan 
Dalam Tim 
1 Ir.Suprapto, MM Sekretaris Daerah 
Kabupaten Wonogiri 
Ketua 



















6 Ir. Guruh Santoso, MM Kepala Dinas Pertanian 





7 Drs. Budi Sena, MM Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah 
Kabupaten Wonogiri 
Anggota 




9 Drs. Pranoto, MM Mewakili Camat 
setempat 
Anggota 
Sumber : Keputusan Bupati Wonogirii Nomor 241 Tahun 2009 
 
Menurut Surat Keputusan Bupati Wonogiri Keputusan Bupati 
Wonogiri Nomor 385 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Lampiran 
Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 167 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut : 
1) Melaksanakan penyuluhan pada masyarakat yang terkena 
pembebasan tanah; 
2) Melaksanakan inventarisasi untuk menetapkan batas lokasi tanah 
yang terkena pembebasan; 
3) Mengumumkan hasil inventarisasi kepada masyarakat pemilik tanah 
yang terkena pembebasan tanah; 
4) Melaksanakan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan 
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian pembebasan tanah; 
5) Menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian pembebasan tanah; 
6) Menaksir nilai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang 
ada pada lokasi pembebasan tanah; 
7) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para 
pemegang hak atas tanah; 
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8) Melaksanakan pelepasan hak dan penyerahan tanah dengan surat 
pernyataan pelepasan hak tanah oleh pemegang hak atas tanah; 
9) Mengajukan permohonan hak atas tanah untuk memperoleh setipikat 
hak atas tanah dan; 
10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Wonogiri. 
 
Obyek pengadaan tanah meliputi bidang-bidang tanah termasuk 
bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah 
yang bersangkutan. Untuk melakukan inventarisasi, Panitia Pengadaan 
Tanah menugaskan petugas inventarisasi dari Instansi Pemerintah yang 
bertanggung jawab di bidang yang bersangkutan. Penilaian harga tanah 
dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Wonogiri yang 
ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati Wonogiri. Hal ini dilakukan 
karena di Kabupaten Wonogiri belum terdapat adanya lembaga 
Aprassial (lembaga penilai tanah independent). Petugas Inventarisasi 
tersebut antara lain : 
 
Tabel 4 
Susunan Tim Penaksir Harga Tanah 




Jabatan dalam Dinas Kedudukan dalam Tim 
1. Bupati Wonogiri Penanggung Jawab 
2. Wakil Bupati Wonogiri Wakil Penanggung jawab 
3. Sekretaris Daerah Kabupaten 
Wonogiri 
Ketua 
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris 
Daerah Kabupaten Wonogiri 
Wakil Ketua 
5. Kepala Bagian Pertanahan Sekretaris 
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Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri 
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Wonogiri 
Anggota 
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Wonogiri 
Anggota 
8. Kepala Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Kabupaten 
Wonogiri 
Anggota 
9. Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Wonogiri 
Anggota 
10. Kepala Sub Bagian Tata Guna Tanah 
pada Bagian Pertanahan Setda 
Kabupaten Wonogiri 
Anggota 
11. Kepala Sub Bagian Tata Wilayah 
pada Bagian Pertanahan Setda 
Kabupaten Wonogiri 
Anggota 
12. 3 (tiga) Staf Bagian Pertanahan Setda 
Kabupaten Wonogiri 
Anggota 
13. Kepala Badan/Dinas dan Kantor 
terkait 
Anggota Tidak Tetap 
14. Camat Setempat Anggota Tidak Tetap 
15. Kepala Desa/Lurah setempat Anggota Tidak Tetap 
Sumber : Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 111 Tahun 2009 
 
Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada 
pasal 26 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 terdiri dari :  
1. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman; 
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2. unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan 
Nasional; 
3. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; 
4. ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah; 
5. akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan 
dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan 
tanah.  
Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat 2 di atas apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). 
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas maka susunan 
Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Hal ini dikhawatirkan dapat merugikan para 
pemilik tanah karena penafsir harga tanah adalah pihak yang 
memerlukan tanah sehingga harga yang diberikan akan cenderung di 
bawah harga normal. 
 
2. Proses berlangsungnya musyawarah tentang bentuk dan besar ganti 
rugi 
Penentuan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam 
Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota 
Kabupaten Wonogiri dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah 
diawali dengan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah, bangunan 
dan/atau tanaman yang terkena Pembangunan Jalan Lingkar Kota 
Kabupaten Wonogiri. Musyawarah ini dilaksanakan untuk menetapkan 
bentuk dan besarnya ganti kerugian. Panitia mengundang Instansi 
Pemerintah yang memerlukan tanah (Pemerintah Kabupaten Wonogiri) 
dan pemegang hak yang bersangkutan untuk mengadakan musyawarah. 
Musyawarah dilangsungkan di tempat yang telah ditentukan 
Panitia Pengadaan Tanah. Dalam hal ini dipilih lokasi yang mudah 
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dijangkau oleh warga masyarakat pemegang hak yang bersangkutan. 
Tempat tersebut antara lain : Balai Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, 
Rumah Kepala Desa, Rumah Kepala Dusun, rumah warga. 
Musyawarah berlangsung mulai tanggal 19 November 2008 
sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009 dan masih akan terus 
berlangsung, karena proses musyawarah tersebut baru mencapai Desa 
Purworejo, Desa Pokoh Kidul, dan Desa Bulusulur. Untuk Kelurahan 
Wuryorejo, Desa Pare dan Desa Singodutan untuk saat ini masih dalam 
proses. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 5 
Waktu Dilangsungkannya Musyawarah 
 
NO Desa/Kelurahan Kecamatan Tanggal Musyawarah 
1 Purworejo Wonogiri 19 November 2008 
20 November 2008 
2 Pokoh Kidul 
 
Wonogiri 21 November 2008 
22 November 2008 
24 November 2008 
3 Bulusulur Wonogiri 26 Oktober 2009 
4 Wuryorejo Wonogiri - 






Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri 
 
Kedudukan para pihak yang bermusyawarah adalah sama/sejajar. 
Setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan 
usul/pendapat, sehingga musyawarah dapat berlangsung secara 
kekeluargaan. Menurut keterangan dari narasumber bahwa pemegang 
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hak diberi kesempatan secara bebas untuk mengemukakan pikiran dan 
pendapat berupa pertanyaan, usul dan saran mengenai bentuk dan 
besarnya ganti kerugian. 
Untuk menghindari adanya perdebatan atau adanya pertikaian 
mengenai harga tanah maka pelaksanaan musyawarah dilaksanakan 
berdasarkan pengelompokan jenis penggunaan tanahnya. Hal ini 
dimaksudkan agar pemilik tanah tegalan atau sawah tidak merasakan 
kecemburuan terhadap pemberian harga pada tanah pekarangan. Begitu 
pula untuk pemilik tanah yang terletak di pinggir jalan raya agar 
merasakan keadilan dalam pemberian harga tanah dibandingkan harga 
tanah untuk jalan yang tidak terletak di pinggir jalan raya. 
Musyawarah dilakukan sampai tercapai kata sepakat mengenai 
bentuk dan besarnya ganti kerugian.  Jika musyawarah telah 
menghasilkan kesepakatan maka panitia mengeluarkan keputusan 
tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian. Sebaliknya jika 
musyawarah telah diadakan berkali-kali kesepakatan belum juga 
tercapai, maka terhadap pemegang hak atas tanah tersebut akan 
dilakukan pendekatan secara persuasif melalui tokoh masyarakat 
setempat. 
Dalam penyuluhan telah dijelaskan mengenai hal-hal yang 
diperhatikan dalam penilaian ganti kerugian, yang meliputi : 
a. Untuk tanah nilainya didasarkan pada nilai nyata dengan 
memperhatikan NJOP tahun terakhir; 
b. Faktor yang mempengaruhi harga tanah, yaitu lokasi dan letak tanah, 
status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan 
rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota 
yang telah ada, sarana dan prasarana yang tersedia, dan faktor lainnya 
yang mempengaruhi harga tanah. 
c. Nilai taksiran bangunan/tanaman  
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Faktor-faktor tersebut di atas pada saat penulis melakukan 
penelitian memiliki arti yaitu : 
a. Lokasi tanah : terletak di pinggir jalan raya atau jalan biasa 
b. Jenis hak atas tanah : hak milik yang sudah bersertifikat atau belum 
bersertifikat 
c. Status penguasaan tanah : pemegang hak yang sah atau penggarap 
d. Peruntukan tanah : pertanian (tanah sawah atau tanah tegalan), 
pemukiman/pekarangan 
e. Prasarana yang tersedia : berupa listrik, saluran air 
 
Cara penilaian ganti kerugian terhadap tanah adalah didasarkan  pada 
nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan NJOP yang terakhir untuk 
tanah yang bersangkutan. Menurut keterangan dari narasumber bahwa 
besarnya NJOP untuk tanah yang bersangkutan ditetapkan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setiap setahun sekali. Penetapan 
nilai nyata terhadap tanah yang akan dibangun Jalan Lingkar Kota 
Kabupaten Wonogiri tidak dilakukan oleh suatu lembaga penilai harga 
tanah swasta tetapi oleh Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Wonogiri. 
Selanjutnya penilaian yang telah disepakati sebagai ganti kerugian 
permeter persegi tanah dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 6 
Penilaian NJOP yang telah disepakati 
 
No Desa/Kel Kecamatan Pekarangan Sawah Tegalan 
1 Purworejo Wonogiri Rp.70.000,- Rp. 50.000,- Rp.45.000,- 
2 Pokoh Kidul Wonogiri I. Rp.70.000,- 
II. Rp. 80.000,- 
- I. - 
II. 
Rp.55.000,- 
3 Bulusulur Wonogiri Ring I - 






Ring III - 







4 Wuryorejo Wonogiri - - - 
5 Pare Selogiri - - - 
6 Singodutan Selogiri - - - 
Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri 
 
Untuk nilai jual bangunan ditaksir oleh Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Wonogiri. Untuk mengetahui nilai jual bangunan harus 
menetapkan klasifikasi bangunan terlebih dahulu. Karena nilai jual 
bangunan dipengaruhi oleh kondisi bangunan ( umur dan keadaan ) serta 
bahan  bangunan yang dipergunakan. 
Klasifikasi bangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
a. Permanen 
Tipe permanen ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu : 
1) Permanen sederhana, harga satuan Rp. 400.000,00 sampai dengan 
Rp. 450.000,00 permeter persegi ( m²); 
2) Permanen menengah harga satuan Rp. 450.000,00 sampai dengan 
Rp. 600.000,00 permeter persegi ( m²); 
3) Permanen menengah ke atas harga satuan Rp. 600.000,00 sampai 
dengan Rp. 780.000,00 permeter persegi ( m²); 
 
b. Semi Permanen 
Harga satuan untuk bangunan semi permanen adalah Rp. 
208.000,00 sampai dengan Rp. 156.000,00. Tipe ini mempunyai 
kriteria sebagai berikut 
1) Pondasi : pasangan batu belah/umpak; 
2) Dinding : pas batu bata, diplester dan dicat tinggi 1 meter dan pas 
batu bata penuh belum diuplester; 
3) Rangka atap : kayu kalimantan/kayu tahu. Atap genteng local; 
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4) Plafond : ubin PC/plesteran; 
5) Fasilitas : kamar mandi/WC, septictank, pagar depan, jalan masuk, 
listrik dan PDAM 
 
c. Sederhana 
Harga satuan untuk bangunan sederhana adalah Rp. 106.000,00 
permeter persegi ( m²). Tipe sederhana mempunyai kriteria sebagai 
berikut: 
1) Pondasi : umpak; 
2) Dinding : papan/anyaman bambu; 
3) Struktur : kayu/bambu; 
4) Rangka atap : kayu tahun, atap genteng local; 
5) Plafond : anyaman bambu; 
6) Lantai : plesteran/tanah; 
7) Fasilitas : kamar mandi/WC, septictank dan listrik 
 
Akan tetapi apabila bangunan dimaksud adalah berupa pagar maka 
ganti kerugian tiap permeter persegi adalah sebagai berikut : 
a. Pagar besi (tinggi maksimal 2 meter ) harga satuan : Rp. 245.000,00 
tetapi apabila pagar tersebut masih dapat dimanfaatkan kembali maka 
harga satuannya adalah 50% x Rp. 245.000,00/ m²; 
b. Pagar bata (tinggi maksimal 2 meter) harga satuan : Rp. 208.000,00 
permeter persegi; 
c. Gapura, harga satuan : Rp. 208.000,00 permeter persegi; 
d. Batu kosong, harga satuan : Rp. 38.000,00. 
 
Dari harga tersebut maka cara penghitungan ganti kerugian atas 
bangunan adalah jumlah luas bangunan dikalikan dengan harga satuan 
permeter atau permeter persegi untuk bangunan yang dimaksud. Ganti 
kerugian tersebut diberikan dengan melihat kondisi fisik bangunan serta 
bahan yang dipergunakan. 
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Dasar penghitungan ganti kerugian terhadap  tanaman ditetapkan 
oleh Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri. Untuk mengetahui nilai jual 
tanaman harus menetapkan jenis tanaman terlebih dahulu. Setiap jenis 
tanaman mempunyai nilai jual berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi 
tanaman yang bersangkutan saat dilakukan penghitungan. 
Untuk mengetahui nili jual setiap jenis tanaman dapat dilihat pada 






















1 Mangga 2.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 75.000,-s.d 
100.000,- 
2 Kelapa 2.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 75.000,-s.d 
100.000,- 
3 Bambu 1.000,-s.d 
1.500,- 
2.000,-s.d 2.500,- 3.000,-s.d 7.500,- 
4 Pete 1.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
75.000,- 
5 Rambutan 1.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
75.000,- 
6 Mete 1.500,-s.d 10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
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3.000,- 75.000,- 
7 Melinjo 1.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
75.000,- 
8 Nangka 1.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
75.000,- 
9 Jambu Air 1.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
75.000,- 
10 Belimbing 1.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
75.000,- 
11 Kluwih/Sukun 1.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
75.000,- 
12 Kapok/Randu 1.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
75.000,- 
13 Sawo 1.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
75.000,- 
14 Sirsat/Srikaya 1.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
75.000,- 
15 Cengkeh/Kopi 1.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
75.000,- 
16 Pisang 1.000,-s.d 
1.500,- 
2.000,-s.d 2.500,- 3.000,-s.d 10.000,- 
17 Kelengkeng 2.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 75.000,-s.d 
100.000,- 
18 Anggur 2.500,-s.d 
3.000,- 
10.000,-s.d 15.000,- 30.000,-s.d 
50.000,- 









Ø 10 cm / 
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Ø 11 s.d 20 
cm (Rp) 
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8 Jati Mas 7.500,-s.d 
10.000,- 
   
Sumber : Data Sekunder, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri 
 
Cara penghitungan ganti kerugian atas tanaman adalah jumlah 
tanaman (batang) dikalikan dengan harga satuan untuk tanaman dimaksud. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ternyata cara 
penghitungan ganti kerugian tersebut cukup baik dan tidak merugikan para 
pemegang hak yang bersangkutan. Berdasarkan keterangan dari 
narasumber diketahui bahwa hingga tahun 2009 jumlah keseluruhan ganti 
kerugian yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.841.661.088,- dengan luas 
tanah yang telah dibebaskan mencapai 34.481 m² untuk Desa Purworejo, 





C. Kesepekatan mengenai ganti rugi antara Pemerintah Kabupaten 
Wonogiri dengan masyarakat pemilik tanah 
Berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri dengan masyarakat pemilik tanah maka diperoleh 
kesepakatan mengenai harga tanah, tanaman, bangunan dan atau benda 
lain yang ada di atasnya. Kesepakatan mengenai ganti rugi adalah sebagai 
berikut: 
1. Desa Purworejo 
Jumlah luas tanah yang dibebaskan adalah 11602 m2 dengan 
ganti rugi sebesar Rp. 1.277.684.493,-  serta Tanah Kas Desa luas 763 
m2 ganti rugi sebesar Rp. 106.880.700,- dan fasilitas umum seluas 961 
m2 ganti rugi sebesar Rp. 85.452.800,- dengan rincian: 
a. Ganti rugi tanah sebesar Rp. 770.278.000,- 
b. Ganti rugi bangunan sebesar Rp. 346.501.693,- 
c. Ganti rugi tanaman sebesar Rp. 160.904.800,- 
 
2. Desa Pokoh Kidul 
Proses ganti rugi melalui 2 tahap yaitu berdasarkan 
pengelompokan letak wilayah tanah, yaitu untuk Desa Pokoh Kidul I 
adalah jalan dari arah selatan ke utara sedangkan untuk Desa Pokoh 
Kidul II adalah jalan dari arah timur ke barat. Tanah Kas Desa luas 520 
m2 ganti rugi sebesar Rp. 94.425.790,- dan fasilitas umum seluas 666 
m2 ganti rugi sebesar Rp. 56.579.300,-. Jumlah luas tanah yang 
dibebaskan adalah sebagai berikut : 
a. Desa Pokoh Kidul I seluas 1562 m2 ganti rugi sebesar 
Rp.245.526.905,- dengan rincian : 
1) ganti rugi tanah sebesar Rp. 109.340.000,- 
 lxxvi
2) ganti rugi bangunan sebesar Rp. 120.076.605,- 
3) ganti rugi tanaman sebesar Rp. 16.110.300,- 
b. Desa Pokoh Kidul II seluas 14.495 m2 ganti rugi sebesar 
Rp.1.988.823.670,- dengan rincian: 
1) ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.134.784.000,- 
2) ganti rugi bangunan sebesar Rp. 655.423.270,- 
3) ganti rugi tanaman sebesar Rp. 198.616.400,- 
  
3. Desa Bulusulur 
Proses ganti rugi dilakukan berdasarkan pembagian ring tanah. 
Pembagian ini didasarkan pada jenis serta letak tanah. Untuk Ring I 
adalah untuk tanah yang menghadap ke Jalan Raya Ponorogo-
Wonogiri. Ring II adalah tanah yang terletak setelah jalan raya sampai 
dengan perempatan pertama. Ring III adalah untuk tanah biasa 
sedangkan Ring IV adalah tanah dari arah utara ke selatan yang 
merupakan tanah pekarangan, sawah dan tegalan. Pembagian ring ini 
bertujuan agar proses  musyawarah menjadi lebih mudah dan lancar 
karena masing-masing pihak merasa diuntungkan dan adil, serta 
bertujuan untuk mengurangi perdebatan mengenai masalah ganti rugi 
atas tanah dikarenakan letak-letak tanah yang berbeda-beda. 
Luas tanah warga yang dibebaskan adalah 6.822 m2 dengan ganti 
rugi sebesar Rp. 1.329.624.020,- serta fasilitas umum/fasilitas sosial 
seluas 396 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp. 64.985.500,-. Rincian 
ganti rugi atas tanah adalah sebagai berikut: 
a. Ring I luas tanah 398 m2 ganti rugi sebesar Rp. 161.581.750,- 
dengan rincian : 
1) Ganti rugi tanah sebesar Rp. 99.500.000,- 
2) Ganti rugi bangunan sebesar Rp. 60.248.750,- 
3) Ganti rugi tanaman sebesar Rp. 1.833.000,- 
b. Ring II luas tanah 1602 m2 ganti rugi sebesar Rp. 305.460.440,-  
1) Ganti rugi tanah sebesar Rp. 160.200.000,- 
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2) Ganti rugi bangunan sebesar Rp. 118.012.540,- 
3) Ganti rugi tanaman sebesar Rp. 27.247.900,- 
c. Ring III luas tanah 1509 m2 ganti rugi sebesar Rp. 194.045.490,- 
1) Ganti rugi tanah sebesar Rp. 135.810.000,- 
2) Ganti rugi bangunan sebesar Rp. 42.059.290,- 
3) Ganti rugi tanaman sebesar Rp. 16.176.200,- 
d. Ring IV tanah seluas 3313 m2 ganti rugi sebesar Rp. 668.538.340,-  
1) Ganti rugi tanah sebesar Rp. 228.121.000,- 
2) Ganti rugi bangunan sebesar Rp. 381.062.540,- 






Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan 
cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pembangunan untuk 
kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah di antaranya adalah pembuatan jalan umum 
yaitu salah satunya adalah Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri. 
Pembangunan Jalan Lingkar Kota ini membutuhkan tanah milik 
masyarakat dalam pelaksanaannya. Maka dari itu pelaksanaan 
pengadaan tanah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar 
tidak merugikan masyarakat. Dalam tahapan pelaksanaannya, 
pembangunan Jalan Lingkar Kota di Kabupaten Wonogiri tidak sesuai 
dengan substansi peraturan perundangan pengadaan tanah yang 
berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 
2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 
sebagai peraturan pelaksanaanya. Bagian yang tidak sesuai yaitu 
keanggotaan tim penilai harga tanah yang terdiri dari pihak-pihak 
instansi yang memerlukan tanah. Hal ini dapat menimbulkan 
rendahnya tingkat ganti rugi karena harga tanah ditentukan oleh 
instansi yang memerlukan tanah. Selain itu jangka waktu penempelan 




terlalu lama yaitu 30 (tiga puluh) hari  tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang hanya menyediakan waktu 7 (tujuh) hari. 
2. Proses berlangsungnya musyawarah antara instansi yang memerlukan 
tanah yaitu Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan pemegang hak 
atas tanah dilakukan secara langsung dan dapat mencapai kesepakatan 
dalam penentuan ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman, atau benda 
lain yang ada di atasnya. Kesepakatan ini kemudian tertuang dalam 
berita acara masing-masing wilayah pengadaan tanah.  Bentuk ganti 
kerugian yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, 
tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah adalah berupa uang, 
meskipun di dalam ketentuan perundang-undangan dimungkinkan 
dalam bentuk lain. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat 
mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat memakai Lembaga Penilai 
Harga Tanah Independent yang telah ada sebelumnya untuk membantu 
menentukan besarnya harga tanah untuk pengadaan Jalan Lingkar Kota 
Kabupaten Wonogiri. 
2. Panitia Pengadaan Tanah dan aparat terkait agar melakukan tindakan 
yang tegas terhadap kelompok lain yang berusaha menghasut ataupun 
mencari keuntungan pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan 
Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri. Sehingga masyarakat 
pemilik hak atas tanah tidak terpengaruh dengan memanfaatkan 
hasutan pihak ketiga untuk menaikkan harga tanah yang dapat 





Achmad Rubaie, 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum. Malang; Bayumedia Publishing. 
Adrian Sutedi, 2007. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam 
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta : Sinar 
Grafika. 
Arie Sukanthi Hutagalung, Markus Gunawan, 2008. Kewenangan 
Pemerintah di Bidang Pertanahan. Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada. 
Burhan Ashofa, 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka 
Cipta. 
Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum 
Normatif Edisi Revisi. Madang : Bayu Media. 
Maria S.W. Sumardjono, 2006. Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi 
dan Implementasi. Jakarta : Kompas. 
Nelson Chan. 2003. “Land Acquisition Compensation in China–Problems & 
Answers”. International Real Estate Review. Vol. 6, No. 1: pp. 136-152. 
Nurmayani. 1997. Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah 
terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan. Jurnal 
Penelitian Hukum. Vol. 5 No. 16. 
Oloan Sitorus,  2004. Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah. 
Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. 
_______,  Zaki Sierrad, 2006. Hukum Agraria Di Indonesia, Konsep 
Dasar dan Implementasi. Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah 
Indonesia. 
Parlindungan, A.P, 1998. Komentar Atas Undang Undang Pokok 
Agraria. Bandung : Mandar Maju. 
Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. 
 lxxxi
Roy M.Robbins. 1969. “History of Public Land Law Development”. The 
Journal of American History. Vol. 56, No. 2 (Sep., 1969), pp. 
360-362. 
Samta Prayitna. 2003. “Pengadaan Tanah bagi Prmbangunan untuk 
Kepentingan Umum di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”. 
Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 4 No. 2 Desember 2003. 
Setiono, 2005. Metode Penelitian Hukum. Surakarta: UNS. 
Sihombing, 2005. Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah 
Indonesia. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung. 
Soerjono Soekanto, 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI 
Pres. 
Sun Sheng Han. 2008. “Land Acquisition in Transitional Hanoi 
Vietnam”. Urban Studies. Vol. 45, No.5-6, 1097-1117. 
Urip Santosa. 1998. Aspek Kepentingan Umum dalam Pengadaan 
Tanah Untuk Pembangunan. Perspektif : Kajian Masalah 
Hukum dan Pembangunan. Vol. 3 No.1.  
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria. 
Perpres No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. 
Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 385 Tahun 2007 tentang Perubahan 
atas Lampiran Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 167 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Wonogiri 
 lxxxii
Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 241 Tahun 2009 tentang Susunan 
Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan di 
Kabupaten Wonogiri 
Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 111 Tahun 2009 tentang Susunan 
Tim Penaksir Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan di 
Kabupaten Wonogiri 
 
 
